
 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH 

NOMOR  1  TAHUN 2015 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

KOTA PRABUMULIH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PRABUMULIH, 

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 

Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan 

mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi  

dan akuntabilitas; 

 

  b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a 

diatas maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 



kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala 

Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala 

Daerah Serta Janda / Dudanya sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 

3); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH 

Dan 

WALIKOTA PRABUMULIH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH KOTA PRABUMULIH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah adalah Kota Prabumulih; 

 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih; 
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Prabumulih; 

 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Prabumulih; 

 5. DPRD Kota Prabumulih adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Prabumulih; 

 
 



 6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kota Prabumulih. 
 

BAB II 

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Pasal 2 

  

 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat 

Negara; 
 

 (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya 

mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Bagian Pertama 

Gaji dan Tunjangan 

Pasal 3 

  

 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji 

yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan 
tunjangan lain; 

 

 (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

 

 (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

 

 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan 

menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. 

 

 

Bagian Kedua 

Sarana dan Prasarana 

Pasal 5 

 

 



 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan 

masing-masing sebuah rumah jabatan beserta 
perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas 

beserta biaya pemeliharaannya; 

 

 (2) 
 

 

Apabila belum tersedianya rumah jabatan seperti 
dimaksud ayat (1), maka Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah diberikan penggantian sewa rumah ; 

  

 (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti 

dari jabatannya, baik berhenti karena habis masa 
jabatannya maupun berhenti karena sesuatu hal, paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya 

berdasarkan keputusan yang sah wajib menyerahkan 

rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya 
serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik 

kepada Pemerintah Kota tanpa suatu kewajiban dari 

Pemerintah Kota. 
 

Bagian Ketiga 

Biaya Operasional 

Pasal 6 

 

 (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai 
berikut : 

 

  a. Biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk 

membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 

 

  b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang 

dipergunakan untuk membeli barang-barang 

inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

 

  c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-

barang inventaris, yang dipergunakan untuk 
pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang 

inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

 
  d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang 

dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas 

yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah; 
 

  e. Biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan 

untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan 

cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah beserta anggota keluarga; 
 

 



  f. Biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk 

membiayai perjalanan dinas dalam rangka 
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

 

  g. 
 

 

 

h. 

Biaya pakaian dinas, yang dipergunakan untuk 
pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah berikut atributnya. 

 

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk 

koordinasi, penaggulangan kerawanan sosial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus 

lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala 

daerah dan wakil kepala daerah.s 

    
 

 (2) 

 

 
 

Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan 

azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi 
dan efektivitas; 

 

 

Bagian Keempat 

Biaya Penunjang Operasional 

Pasal 7 

 
 (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1), bagi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah disediakan biaya penunjang operasional; 

 
 (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan 

kerawanan sosial masyarakat pengamanan dan kegiatan 

khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 
 

 (3) Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 
 

 

BAB IV  

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN 

Pasal 8 

 

 Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, 

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada APBD. 

 

 

 
 

BAB V  



KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. 
 

 Ditetapkan di Prabumulih 

pada tanggal                         2015 

 

WALIKOTA PRABUMULIH, 
 

 

 

 
     H. RIDHO YAHYA 

 

 

 
 

Diundangkan di Prabumulih 

pada tanggal                         2015 

 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH, 

 

 

 
 

H. DJOHARUDDIN AINI 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR  

NOMOR REGISTRASI (NOREG) :       /PBM/2015  


